SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA
PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan
Kerja Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022-2023;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7657);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340j;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KESEHATAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
-

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang kesehatan.




5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya
disebut UPTD Khusus RSKK adalah Unit Pelaksana Teknis
Daerah di bidang kesehatan, bersifat khusus, dan
memberikan layanan secara profesional.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang bertugas
memimpin BLUD.

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD.

11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
BLUD.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Renstra BLUD UPTD Khusus RSKK merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi
pedoman penyusunan RBA BLUD UPTD Khusus RSKK.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN
Pasal 3

(1) Sistematika Renstra BLUD UPTD Khusus RSKK meliputi:
BAB I PENDAHULUAN

BABII GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD KESEHATAN
KERJA

BABIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BABYV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DAN
RENCANA KEUANGAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN
BAB VIII PENUTUP

(2) Isi dan uraian Renstra BLUD UPTD Khusus RSKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Dalam hal penyebutan BLUD UPTD Khusus RSKK berubah
berdasarkan Peraturan Gubernur tersendiri mengenai
pembentukan susunan dan organisasi, maka ketentuan dalam
Peraturan Gubernur ini mutatis mutandis diberlakukan terhadap
penamaan yang baru pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan
Kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH
Pembina Utama Muda






